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SALINAN 

ICEPUTUSAN MENTERI ICOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 
SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF 

NOMOR : ICEP-57/M.EKON/ I 1 /2010 

TENTANG 

KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF 
YANG BERASAL DARI PERWAICILAN PEMERINTAH DAERAH, ASOSIASI PERUSAHAAN, 

DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 
SELAICU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF, 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang 

Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang 

Diperoleh Dari Industri Ekstraktif telah ditetapkan Tim 

Transparansi Industri Ekstraktif, yang terdiri dari Tim Pengarah 

dan Tim Pelaltsana; 

b. bahwa keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, meliputi pula perwakilan dari pemerintah daerah, 

perwakilan dari asosiasi perusahaan, dan perwakilan dari lembaga 

swadaya masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim 

Transparansi Industri Ekstraktif; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim 

Transparansi Industri Ekstraktif tentang Keanggotaan Tim 

Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif Yang Berasal Dari 

Perwakilan Pemerintah Daerah, Asosiasi Perusahaan, dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat; 



Mengingat 
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L .  Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pernbentukan 

dan Organisasi Kementerian Negara; 

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 

Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 

Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi 

Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari 

Industri Ekstraktif; 

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonornian 

Nomor : PER-03/M.EKON/O 7/2007 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI 

EKSTRAKTIF TENTANG KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TIM 

TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF YANG BERASAL DARI 

PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, ASOSIASI PERUSAHAAN, DAN 

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT. 

PERTAMA : Keanggotaan Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang 

berasal dari perwakilan Pemerintah Daerah, yaitu: 

I. Sekretaris Daerah Provinsi Riau; 

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tirnur; 

3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalirnantan Tirnur. 






